PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Nomor SOP 500.15.15.2 /49 / 2024
Ep_g_galir Pembuatan 19 April 2024
Tanggal Revisi 1 19 April 2024
Tanggal Efektif 19 April 2024

Disahkan oleh KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

ISMAIL, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 19670704 199403 1 019

Nama SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

/Pemutusan Hubungan Kerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomeor 13  Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan  Menteri Nomor 17  Tahun
Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator

2014 tentang

Mengetahui dan memahami tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

N —

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar
SOP Pengiriman Surat

Peringatan

(2 Lembar Kerja
2 Alat Tulis Kantor;
3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer 7

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perselisihan
hubungan industrial / pemutusan hubungan kerja tidak dapat
terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala SKPD
2. Sekretaris SKPD
3. Kasubbag Umum dan Aparatur

. Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
: Lembar Disposisi; Paraf
: Lembar Disposisi; Paraf




PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bidang Mediator Hubungan
Pembinaan 1,4 ctrial Ahli Muda Sub
No Aktivitas P dmi
Pemohon engadminsitrasi Hubungan Koordisator Sembinaais Sekretaris Kepala Persyaratan Walktu Output Ket
Umum Industrial, Hobishaan hdukttsl dan Dinas Dinas (Menit)
Pengupahan dan 9 s : '
Jaminan Sosial 08
Maksimal
Mengajukan berkas permohonan Pencatatan Pelayanan 30
1 Penyelesaian perse!isihan hubungan indsutrial/PHK - (Tiga Puluh)
dan melampirkan persyaratan Risalah Bipartit, Foto 1| Surat Permohonan 5 hari kerja
copy KTP
2 Mengagendakan surat pemohon Pencatatan -
Penyelesaian perselisihan hubungan indsutriallPHK 15
Mengajukan untuk disposisi ke kadis terkait ‘
3 |permohonan Pencatatan Penyelesaian perselisihan 15
hubungan indsutrial/PHK
4 Disposisi kadis terkait permohonan Pencatatan ‘
Penyelesaian perselisihan hubungan indsutrial/PHK ®
g |Disposisi Kabid terkait permohonan Pencatatan -
Penyelesaian perselisihan hubungan indsutrial/PHK 30
Mediator HI menerima dan memeriksa permohonan Naskah Peraturan
8 |Pencatatan Penyelesaian perselisihan hubungan = p|Perusahaan yang telah |
indsutrial/PHK di tandalanganl oleh
Pengusaha
Bukdi telah dimintakan
saran dan
Membuat surat panggilan/mediasi dan Memanggil pertimbangan dari
7 |Para Pihak Untuk melakukan Mediasi terkait 3|SP/SB dan/atau Wakil 30
Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial/ PHK Pekerja/Buruh apabila
di perusahaan tidak
ada SP/SB
Mengoreksi dan memaraf draf Surat pemanggilan
8 |Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan 15
Industrial/PHK
N
9 memaraf draf Surat pemanggilan Mediasi 15
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK
Menandatangani pemanggilan surat pemanggilan
10 |Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan 5

Industrial/PHK




11

Mengagendakan dan menyampaiakan Surat
pemanggilan Mediasi Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial/PHK

12

Menerima surat panggilan mediasi

3 Hari

13

Melakukan mediasi Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial/PHK

240

14

Hasil dari Mediasi, jika tercapai kesepakatan
mediator Membuat Perjanjian Bersama

L

120

15

Hasil dari Mediasi jika tidak tercapai kesepakatan
mediator mengeluarkan anjuran / Risalah
Penyelesaian PHI/PHK

5100

16

Menyampaiakan anjuran / Risalah Penyelesaian
PHI/PHK tersebut kepada para pihak sebagai bahan
para pihak untuk menindaklanjuti ke pengadilan
hubungan industrial

5100

s

<\

Kepeia Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak

ISMAIL, S.H.M.H.
Pembina Utama Muda

,NIP. 19670704 199403 1 019




PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Nomor SOP 500.15.12.1 / 50 / 2024
Tanggal Pembuatan 19 April 2024
Tanggal Revisi 1 19 April 2024
Tanggal Efektif 19 April 2024
Disahkan oleh KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK
ISMAIL/ SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 19670704 199403 1 019
Nama SOP Pengesahan Peraturan Perusahaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

3 Peraturan Menteri Nomar 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta
Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Mengetahui dan memahami tata cara pengesahan peraturan perusahaan

2 Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP Penanganan Surat Masuk
2 SOP Penanganan Surat Keluar
3 SOP Pengiriman Surat

; Lembar Kerja
2 Alat Tulis Kantor;
3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengesahan peraturan
perusahaan tidak dapat terlaksana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

y Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan

2. Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Umum dan Aparatur : Lembar Disposisi; Paraf




PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP)

Pelaksana Mutu Baku
Mediator Hubungan Kepala Bidang
o ¢ Industrial Ahli Muda Sub | Pembinaan Hubungan :
N Akthitee Pemohon Pengﬁ’:‘;:sms' Koordinator Pembinaan Industrial, Selslr::ris I:;zala Persyaratan ﬁaktl:l OQutput Kot
Hubungan Industrial dan Pengupahan dan - (Menit)
Jamsos Jaminan Sosial
Mengajukan berkas permohonan dan Berk Maksimal
1 |persyaratan pengesahan Peraturan - 1|Surat Permehonan 5 P:mash Pelayanan 7
Perusahaan nan (Tujuh) hari
Mengagendakan surat pemohon dan ketje
2 |berkas persyaratan Peraturan ‘ 15
Perusahaan
Mengajukan untuk disposisi ke kadis
3 |berkas Permohonan Pengesahan 15
Peraturan Perusahaan
Disposisi dari Kadis terkait surat
4 |Permohonan dan berkas Pengesahan * 15
Peraturan Perusahaan .
Disposisi Kabid terkait surat
5 |Permohonan dan berkas Pengesahan 30
Peraturan Perusahaan
Meneliti kelengkapan surat
permohonan, berkas serta
menyerahkan tanda bukti penerimaan
berkas jika sudah lengkap dan benar. Tanda Bukti
kemudian melakukan penelitian Penerimaan
terhadap materi Peraturan r;askah Peraturan 7 Berkas, Draf Surat
; ; erusahaan yang telah "
6 |Perusahaan, Menginformasikan : 30 Hari |Keputusan
; At di tandatangani oleh
kepada pemohon bila ada isi PP yang Pasiciihi Pengesahan PP
harus disesuaikan, Membuat draf dan 9 dan Naskah PP
memaraf surat keputusan telah terkoreksi
pengesahan, dan mengecap setiap
lembar naskah Peraturan Perusahaan
yang telah dikoreksi
Bukti telah dimintakan
saran dan
Mengoreksi dan memaraf draf Surat pertimbangan dari Paraf Draf Surat
7 |Keputusan Pengesahan Peraturan 3|SP/SB dan/atau Wakil 15 Keputusan
Perusahaan Pekerja/Buruh apabila Pengesahan
di perusahaan tidak
ada SP/SB
8 Memaraf draf Surat Keputusan ‘ i E::ﬂ Esr:; Surat
Pengesahan Peraturan Perusahaan Pengesahan
) Tanda Tangan
B S © 15 fsuat keputisan
i FAn e Pengesahan
Mengagendakan dan
menginformasikan Surat Keputusan Surat Keputusan
10 Pengesahan Peraturan Perusahaan 15 Pengesahan PP
kepada pemohon dan Menyerahkan Diserahkan

Surat Keputusan Pengesahan
Peraturan Perusahaan

Kepada Pemohon




M=nerima Surat Keputusan

pengesahan Peraturan Perusahaan

DUldl NEpULlUbal
15 Pengesahan PP

Diterima Oleh

Pemohon

Ke;-aaia’.Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak

1 5 S.H, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19870704 199403 1 019
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PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Nomor SOP 500.15.12.1/51/ 2024
Tanggal Pembuatan 19 April 2024

Tanggal Revisi 1 19 April 2024

Tanggal Efektif 19 April 2024 :

Disahkan oleh KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

ISMAIL, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 19670704 199403 1 019

Nama SOP Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

N -

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta
Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Mengetahui dan memahami tata cara pendaftaran perjanjian kerja bersama

2 Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1

3

SOP Penanganan Surat Masuk

2 SOP Penanganan Surat Keluar

SOP Pengiriman Surat

1. Lembar Kerja
2.  Alat Tulis Kantor;
3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pendaftaran perjanjian kerja
bersama kerja tidak dapat terlaksana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

1. Kepala SKPD
2. Sekretaris SKPD
3. Kasubbag Umum dan Aparatur

: Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
: Lembar Disposisi; Paraf
: Lembar Disposisi; Paraf




PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Pelaksana Mutu Baku
Mediator Hubungan Kepala Bidang
Industrial Ahli Muda Sub | Pembinaan Hubungan
No b Pemohon P““t'::::‘m' Koordinator Pembinaan Industrial, s’;x”' ’:;::': Persyaratan (ﬁ::ti‘t'} Output e
Hubungan Industrial dan| Pengupahan dan
Jamsos Jaminan Soslal
Mengajukan berkas permohonan dan Maksimal
1 |persyaratan pendaftaran perjanjian kerja - 1 Surat Permohonan 5 Berkas Permohonan  |Pelayanan 7
bersama (Tu_juh) hari
Mengagendakan surat pemohon dan berkas kerja
2 |persyaratan Pendaftaran perjanjian kerja ‘ 15
bersama
Mengajukan untuk disposisi ke kadis berkas ‘
3 |Permohonan Pendaftaran perjanjian kerja 15
bersama
Disposisi dari Kadis terkait surat Permohonan
4 |dan berkas Pendaftaran perjanjian kerja * 15
bersama o
5 Disposisi Kabid terkait surat Permohonan dan 10
berkas Penfatraran perjanjian kerja bersama
Meneliti kelengkapan surat permohonan, berkas ‘
serta menyerahkan tanda bukti penerimaan Naskah Perjanjian Kerja «ti P im
berkas jika sudah lengkap dan benar. kemudian Bersama yang telah di -I;::I?:s?!uar:lD :f‘taéu r::"
melakukan penelitian terhadap materi perjanjian tandatangani oleh
6 i i 30 Hari |Keputusan Pendaftaran
kerja bersama serta membuat dan memaraf draf Pengusaha dan Serikat PKB dan Naskah PKB
surat keputusan pendaftaran, dan mengecap Pekerja/Buruh diatas talah tarkoraksi
setiap lembar naskah perjanjian kerja bersama materai cukup
yang telah dikoreksi
) 4 Paraf Draf Surat
7 Mengoreksi dan_mg_maraf c}raf Surat Keputusan ‘. 15 Keputusan Pendaftaran
Pendaftaran perjanjian kerja bersama PKB
Paraf Draf Surat
8 Mef‘nar_afdraf'Sura! Keputusan Pendaftaran 15 Kegutisan Penssfisren
perjanjian kerja bersama PKB
; Tanda Tangan Surat
9 Menan.datang_am Surat Keputusan Pendaftaran ‘ 15 Kepulisan Pendafiarsi
perjanjian kerja bersama PKB
Mengagendakan dan menginformasikan Surat ‘
Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sirat et
10 |Bersama kepada pemohon dan Menyerahkan 15 Pa;:!aﬂa‘::nu;ig
Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama
) Surat Keputusan
1 Menerima Surat Keputusan pendaftaran -< 1\5\:\ TiPe aﬁaean PKB telah
perjanjian kerja bersama e ) N iadmé leh pemohon
4 .,
i IS "'y"
P fapa Ja Dinas Tenaga Kerja
: 1“‘)“_‘ i Kota Pontianak
N\ \ ?’ ',_,'\- .F

ISMAIL, S.H. M.H.
Pembina Utama Muda

NIP. 19670704 189403 1 019




PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Nomor SOP 500.15.12.2/52/ 2024
Tanggal Pembuatan 19 April 2024

Tanggal Revisi 1 19 April 2024

Tanggal Efektif 19 April 2024 ‘

Disahkan oleh KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

ISMAIL, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 19670704 199403 1 019

Nama SOP Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan
Pemutusan Hubungan Kerja

Mengetahui dan memahami tata cara pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu

2 Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1

3

SOP Penanganan Surat Masuk

2 SOP Penanganan Surat Keluar

SOP Pengiriman Surat

1. Lembar Kerja
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pendaftaran perjanjian kerja
bersama kerja tidak dapat terlaksana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

1. Kepala SKPD

2. Sekretaris SKPD
3. Kasubbag Umum dan Aparatur

: Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan

: Lembar Disposisi; Paraf
: Lembar Disposisi; Paraf




PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bidang Kepala Bidang
Mediator Hub.
No Aktivitas iministrasi |Hub Industrial, Hubungan Sekretaris Waktu Kot
oo Umum Jamsos, dan Indx;l::l Aps Industrial, Jamsos, Dinas e o Baimpaoian (Menit) Output
Pengupahan dan Pengupahan
* Maksimal Pelayanan 7
Meangajukan berkas permohonan dan persyaratan Pencatatan Berkas (Tujuh) hari kerja
! | Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 1. Parmohionan § lramotionan
2 Mangagendakan surat pemohon dan berkas persyaratan ‘ 15
Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertenlu
3 Mangajukan untuk disposisi ke kadis berkas Permohonan ‘ .
Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
4 Disposisi dari Kadis terkait sural Permohonan dan berkas “ 15
|Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
5 Disposisi Kabid terkait surat Permohonan dan berkas Pencatatan ‘_ 30
{Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Maneliti kelengkapan surat permohonan, berkas serta
menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas jika sudah lengkap _
6 |dan benar. kemudian melakukan penelitian terhadap materi 4 Tt PI;V:;adaIam Alln 30 Hari ;::g‘mg::: Berkas
|perjanjian kerja wakiu tertentu serta membuat dan memaraf draf
surat pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
7 Mengoreksi dan memaraf draf Sural Pencatatan Perjanjian Kerja % 5
Wakiu Terlentu
Sural Pencatatan
8 |Memarat draf Surat Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ,_. | 15 |PKWT telah di
paraf
: i ; Surat Pencatatan
° :_Jlanandalsngam Surat Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu ‘ 15 |PKWT telahdi
ok tandatangani
Mengagendakan dan menginformasikan Surat Pencatatan -,
10 |Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada pemohon dan 15 g:c?:_rpemtﬂtﬂ"
Menyerahkan Surat
11|Menyerahkan Surat Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu -< 15 gm{r Pencatatan
o Kepala Dinas Tenaga Kerja
y R ota Pontianak

/ H

./ Pembina Utama Muda
*/NIP. 19670704 199403 1019




PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Nomor SOP 500.15.13.2 /53 / 2024
Tanggal Pembuatan 19 April 2024
Tanggal Revisi 1 19 April 2024
Tanggal Efektif 19 April 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

[

, ISMAIL, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 19670704 199403 1 019

Disahkan oleh

Nama SOP Pengesahan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Peraturan Menteri Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata
Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotan Lembaga Kerja

Sama Bipartit

Mengetahui dan memahami tata cara pengesahan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit

2 Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1
2
3

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar
SOP Pengiriman Surat

1 Lembar Kerja
2. Alat Tulis Kantor,;
3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengesahan lembaga
kerja sama bipartit tidak dapat terlaksana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

1- Kepala SKPD

- 8 Sekretaris SKPD
3. Kasubbag Umum dan Aparatur

: Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
: Lembar Disposisi; Paraf
: Lembar Disposisi; Paraf




PENGESAHAN LEMBAGA KERJASAMA (LKS) BIPARTIT

Pelaksana Mutu Baku
Mediator Hubungan Kepala Bidang
. Industrial Ahli Muda Hubungan
N Aktivitas
° » Pemohon Pengrosinhiresd Sub Koordinator Industrial, Sekretaris Dinas| Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output Kot
Umum 2 (Menit)
Pembinaan Hubungan Jamsos, dan
Industrial dan Jamsos Pengupahan
Mengajukan berkas permohonan dan Berk | Maksimal
1 |persyaratan Pengesahan Lembaga Kerja - 1|Surat Permohonan 5 Per ash | Pelayanan 7
Sama Bipartit amanonEr | (Tujuny hari
Mengagendakan surat pemohon dan f kerja
2 |berkas persyaratan Pengesahan Lembaga ‘ 15
Kerja Sama Bipartit
Mengajukan untuk disposisi ke kadis
3 |berkas Permohonan Pengesahan 15
Lembaga Kerja Sama Bipartit
Disposisi dari Kadis terkait surat
4 [Permohaonan dan berkas Pengesahan ‘ 15
Lembaga Kerja Sama Bipartit
Disposisi Kabid terkait surat Permohonan
5 |dan berkas Pengesahan Lembaga Kerja 30
Sama_Bipartit 1
Meneliti kelengkapan surat permohonan,
berkas serta menyerahkan tanda bukti
penerimaan berkas jika sudah lengkap
dan benar. kemudian melakukan
penelitian terhadap susunan ; ;
T Berita acara Tanda Bukti
6 kepgngurusap FURLARE ROTIR jangia 2|pembentukan LKS 30 Hari |Penerimaan
panjang dan jangka pendek, Bipartit Baikas
Menginformasikan kepada pemohon bila
ada ada kekurangan dan harus dilengkapi,
Membuat draf dan memaraf surat
keputusan pengesahan Lembaga Kerja
Sama Bipartit kepada Pemohon
Mengoreksi dan memaraf draf Surat Draf Surat
7 Keputusan Pengesahan susunan Susunan Pengurus 15 Keputusan
kepengurusan Lembaga Kerja Sama LKS Bipartit Pengesahan LKS
Bipartit Bipartit
memaraf draf Surat Keputusan E:rfibs":;surat
8 |Pengesahan susunan kepengurusan 15 Pez eusahan -y
Lembaga Kerja Sama Bipartit Bipagrtit
Menandatangani Surat Keputusan Eiﬁ?;:; Surat
9 |Pengesahan susunan kepengurusan 15 Pag seahan KB
Lembaga Kerja Sama Bipartit Bipa gnit
Mengagendakan dan menginformasikan
Surat Keputusan Pengesahan susunan
kepengurusan Lembaga Kerja Sama ;ﬂ?:fé::?ﬁ:an
10 |Bipartit kepada pemohon dan 16 Pencsashan LKS
Menyerahkan Surat Keputusan Blpa?‘til

Pengesahan susunan kepengurusan
Lembaga Kerja Sama Bipartit




vigityeidiingil SUidl nepulusdil

19 pengesahan Pengesahan susunan ' 15 g:;a‘e'z:::;uf_;"s
kepengurusan Lembaga Kerja Sama Bi ?ﬂ
Bipartit part
Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kota Pontianak

A M.H,
Pembina Utama Muda

' NIP. 19870704 199403 1019

o —
f A B 1}




PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Nomor SOP 500.15.13.1 /54 / 2024
Tanggal Pembuatan 19 April 2024
Tanggal Revisi 1 19 April 2024
Tanggal Efektif 19 April 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

(4

ISMAIL, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 19670704 199403 1 019

Disahkan oleh

Nama SOP Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 21Tahun 2000
Pekerja/Serikat Buruh

2 Undang-Undang  Nomor
Ketenagakerjaan

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

tentang Serikat

13 Tahun 2003 tentang

Mengetahui dan memahami tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh

2 Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar

1
2
3 SOP Pengiriman Surat

|8 Lembar Kerja
2 Alat Tulis Kantor;
3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pencatatan serikat
pekerja/serikat buruh tidak dapat terlaksana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
2. Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Umum dan Aparatur : Lembar Disposisi; Paraf

—————




PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (SP/SB)

Pelaksana Mutu Baku
Mediator Hubungan
Industrial Ahli Muda Sub
Koordinator Pembinaan

Hubungan Industrial dan

Kepala Bidang
Hubungan Industrial, | Sekretaris
Jamsos, dan Dinas

Aktivitas Waktu Ket

Pengadministrasi
(Menit) Qutput

Umum

Kepala

Dinas Persyaratan

Pemohon

Jamsos

Pengupahan

Mengajukan berkas permohonan
dan persyaratan pencatatan SP/SB

Mengagendakan surat permohonan
dan persyaratan pencatatan SP/SB

Mengajukan untuk disposisi ke
kadis permohonan dan persyaratan
pencatatan SP/SB

Disposisi ke Kabid terkait
Permohonan permohonan dan
persyaratan pencatatan SP/SB

Meneliti kelengkapan berkas serta
menyerahkan tanda bukti
penerimaan berkas jika sudah
lengkap dan benar

’

Memeriksa Berkas dan Membuat
Surat Keputusan

Mengoreksi dan Memaraf Surat
Bukti Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)

¢

Memaraf Surat Bukti Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)

Menandatangani Surat
BuktiPencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)

10

Mengagendakan dan
Menginformasikan Surat Bukti
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (SP/SB), Menyerahkan Surat
bukti pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)

Berkas
Permohonan

15

15

15

30

Tanda Bukti
Penerimaan
Berkas

30 Hari

15

15

15

15

Maksimal
Pelayanan 7
(Tujuh) hari

kerja




Menerima Surat bukti Pencatatan
11 |Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(SP/SB)

15

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak

b
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